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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2.

1.3.

Salah satu elemen dalam menciptakan good govermance (kepemerintahan yang baik)
adalah akuntabilitas. Sesuai dengan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja intsansi pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan melaksanakan
Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai langkah awal Akuntabilitas Kinerja adalah
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tentang program —program utama yang akan dicapai
dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, dengan memmperhitungkan kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman. Perencanaan strategis ini diharapakan akan menjadi
landasan operasional bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk
mencapai tujuan.

Kecamatan Kubutambahan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
pemerintah Kabupaten Buleleng, berkewajiban pula untuk menyusaun rencana strategis dalam
periode waktu 2017 — 2022.

Dalam rangka menjamin adanya Konsistensi dan Sinkronisasi dengan dokumen
perencanaan Yyang lebih tinggi, maka penyusunan Renstra Kecamatan Kubutambahan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Buleleng tahun 2017-2022, dengan tetap mendasar pada kondisi dan potensi Daerah serta

aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah — tengah masyarakat.
MAKSUD DAN TUJUAN

Perencanaan Strategis merupakan serangkain rencana tindakan dan kegiatan mendasar
yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam jangka waktu tertentu 5 (lima)
tahun, untuk diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
1.2.1 MAKSUD

Renstra Kecamatan Kubutambahan tahun 2017 -2022 disusun dengan maksud
untuk memberikan arah terhadap kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang akan
diambil baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan yang bersifat
indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.2.2 TUJUAN
Renstra Kecamatan Kubutambahan tahun 2017 — 2022 bertujuan untuk
mewujudkan kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun mendatang
sejalan dengan Visi dan Misi yang telah ditentukan, serta dapat dipertanggung jawabkan

secara periodic dalam rangka mendukung tugas pemeritah Kabupaten Buleleng.

LANDASAN HUKUM



Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Kubutambahan2017-2022, antara lain

sebagai berikut:

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah  Provinsi, dan Pemerintahan
DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menenga Nasional Tahun 2010-2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan
Awal, Pengendalian, dan Ealuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahu 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Povinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2012;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bali

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017;

1.4 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah( RPJMD )

Kabupaten Buleleng Tahun 2017 -2022 yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil

Bupati Buleleng hasil pemelihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, maka
RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 — 2022 merupakan pedoman bagi Badan / Dinas /

Kantor / Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dalam menyusun Renstra SKPD Tahun
2017—-2022.

Renstra SKPD Tahun 2017 — 2022di dalamnya merupakan penjabaran visi, misi,

sasaran, tujuan, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu lima tahun. Renstra

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran ( RKA ) dan

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) bagi satuan kerja.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN



BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,Dasar Hukum

Penyusunan, Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan

Sistemasi Penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,

Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Kubutambahan

ISU-ISU STRATEGIS Berisi Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Kecamatan Kubutambahan, Telaahan Visi Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah. Dan Penetuan Isu-isu strategis.

VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN Kecamatan

Kubutambahan, menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran jangka

menengah , Strategi dan Kebijakan KecamatanKubutambahan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, menguraikan
tentang program kegiatan dan Indikator Kinerja Kecamatan Kubutambahan.

INDIKATOR KINERJA Kecamatan Kubutambahan yang mengacu padatujuan dan

sasaran RPJMD.

Penutup

BAB Il



GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Sistem Perosedur dan Mekanisme Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tata cara sebagai berikut :

a.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Kecamatan Kabupaten Bulelengwajib
menerapakan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing
— masing maupun antar satuan unit kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta dengan
instansi vertical sesuai bidang tugasnya;

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing —
masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;

Setiap pemimpin wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing —masing apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah — langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan
Perundang — undangan yang berlaku;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, masing — masing Subbagian di Sekretariat
di pimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan tangggung jawab kepada Sekretaris
Kecamatan;

Masing — masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan tanggung
jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing —

masing.

2.5.TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN
KUBUTAMBAHAN
2.1.1. Tugas dan fungsi pemerintah Kecamatan
Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah dan telah dijabarkan dalam permendagri no 19 tahun 2008 dimana
tugas umum pemerintah kecamatan adalah sebagai berikut :
a. Menkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;

c
d. Menkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan;

@

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan;
f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan /atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
g. Melaksanakan tugas pokok lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidangnya.
Disamping tugas umum, pemerintah kecamatan juga mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum

=

Pembinaan pemerintahan desa dan keluarahan
Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat

o o

Pembinaan pembangunan yang meliputi perekonomian dan sosial

@

Mengkoordinasikan unit pelaksana teknis yang berada di kecamatan

f. Pelaksanaan tata usaha kantor



Selain tugas atributif diatas, Camat juga menjalankan tugas delegatif vyaitu

menjalankan sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan pemerintahan yang meliputi aspek :

a.
b.

a o

o Q —H~ o

Perijinan

Rekomendasi

Koordinasi

Pembinaan

Pengawasan

Fasilitasi

Penetapan

Penyelenggaraan

Dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.1.2. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kubutambahan

Berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan. Struktur

organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan dan sebagai mana dijabarkan pada Peraturan

Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah

Kecamatan se Kabupaten Buleleng, maka Pemerintah Kecamatan terdiri dari

a. Unsur pimpinan : Camat

b. Unsur Pembantu pimpinan : Sekretaris Camat

d.

Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Umum Dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan

Unsur Pelaksana : Seksi — seksi terdiri dari :

Seksi Pemerintahan

Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Satuan Polisi Pamong Praja
Seksi Pembangunan

Seksi Sosial Dan Budaya

Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

Kelompok Jabatan fungsional

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana terlampir .

2.6.SUMBER DAYA PEMERINTAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Susunan kepegawaian di Kecamatan Kubutambahan adalah sebagai berikut



Golongan
No Uraian v ] ] | Honorer | Kontrak JML
L(P|{L]|P|(L|P|[L|P|[L] P L|P
1 |Camat 1 1
2 |Sekretariat 1 2 121 8 | 6| 20
3 |Seksi Pemerintahan 1 2 1 311 8
4 (Seksi Pembangunan 2 1 1 12 7
5 [Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan 1 1 8 10
Satuan Polisi Pamong Praja
6 |Seksi Sosial Dan Budaya 111(1 1 2 |1 6
7 |Seksi Pelayanan Administrasi 1 1 1 8 |1 12
Terpadu
8 |Sekretaris Desa 1 1
Jumlah 3[ ol 8| 3] 51 1| 1f 2| o 2| 30[11| 65

Jumlah personalia di Kecamatan Kubutambahan sebanyak 65 orang dengan rincian :

a. Berdasarkan Jabatan :

No Uraian L P |Jumlah %
1{Pejabat Struktural 7 2 9 13.85%
2|Staf 37 19 56 86.15%
3|Tenaga teknis/fungsional 0 0 0 0.00%
4{Pengaman Kantor 0 0 0 0.00%

Jumlah 44 21 65
b. Bedasarkan Golongan :

No. Uraian L P Jumlah %
1|Golongan IV 3 3 4.62%
2|Golongan IlI 8 3 11| 16.92%
3|Golongan 5 1 6 9.23%
4|Golongan | 1 1 2 3.08%
5|Honorer 2 2 3.08%
6|Tenaga Kontrak 30 11 41| 63.08%

Jumlah 47 18 65
c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No. |Uraian L P Jumlah |%
1|Pasca Sarjana
2|Sarjana 9 5 14 8.16%
3|Diploma 2 2 6.12%
4|SLTA 35 12 47| 81.63%
5|SLTP 1 1 2 2.04%
6|SD 2.04%

Jumlah 47 18 65




2.2.2. Aset/modal

No Uraian Vol Jumlah
1|Tanah
Tanah untuk bangunan gol. IlI 900 34.200.000
Tanah bangunan kantor 2.490 94.620.000
Tanah untuk bangunan rumah negara gol. Ill 900 34.200.000
Tanah untuk bangunan rumah negara gol. Ill 1.300 49.400.000
2|Peralatan dan mesin
Kendaraan roda empat 1 124.934.000
Kendaraan roda dua 14 149.037.500
Alat kantor dan rumah tangga 406 319.685.150
Alat studio dan komunikasi 9 612.436.650
3|Gedung dan bangunan
Gedung dan bangunan 4 510.000.000
4|Jalan, irigasi dan jaringan
Tambah daya dan jaringannya 2 11.368.100
Pengadaan instalasi listrik 1 1.376.000
5|Aset tetap lainnya 300.000
Total 1.941.557.400

2.7.KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Jenis-jenis  pelayanan  masyarakat yang dilakukan  pemerintah  Kecamatan
Kubutambahanadalah pelayanan di bidang administrasi meliputi :
a. Pelayanan pembuatan kartu keluarga (KK)

— Syarat-syarat: membawa surat pengantar dari Prebekel setempat,

— Waktu Penyelesaian : apabila syarat lengkap dan tidak ada kendala IT penyelesaian KK
selama 1 hari.

b. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

— Untuk E-KTP membawa Kartu keluarga atau KTP SIAK yang masih berlaku. Pembuatan E-
KTP tidak dikenakan biaya (gratis). Lama waktu penyelesaian  proses
pembuatan/pencetakan E-KTP selama kurang lebih 3 bulan.

c. Pelayanan pembuatan surat pindah
—Membawa surat pengantar pindah dari desa setempat
—Membawa pass photo ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 lembar
—Bila pindah keluar Kabupaten/Propinsi, maka surat pindah tersebut harus di rekomendasi
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng
— Pelayanan pembuatan rekomendasi untuk pembuatan surat pindah tidak di pungut biaya
—Pembuatan surat pindah paling lama 1 hari

d. Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian

Membawa surat pengantar dari desa setempat

Membawa pass photo ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar

Pelayanan pembuatan rekomendasi SKCK tidak dipungut biaya

Waktu penyelesaian rekomendasi SKCK paling lama 1 jam
e. Pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB)

— Mengisi blanko permohonan IMB

— Surat pernyataan ijin penyanding

— Foto copy sertifikat tanah/akta/kutipan letter C
8



— Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
— Foto copy pelunasan PBB
— ljin lokasi bagi bangunan yang digunakan untuk usaha
— Gambar bangunan
— Pengantar atau rekomendasi dari Prebekel setempat
— Pelayanan pembuatan rekomendasi IMB tidak dipungut biaya
— Penyelesaian rekomendari IMB paling lama 1 hari.
. Pelayanan rekomendasi ijin HO
— Mengisi blanko permohonan HO
— Foto copy sertifikat tanah/akta/kutipan letter C
— Foto copy Kartu Tanda Penduduk
— Surat pernyataan ijin penyanding
— ljin bangunan
— ljin lokasi
— Foto copy pelunasan PBB
— Pengantar atau rekomendasi dari Perbekel setempat.
— Pelayanan pembuatan rekomendasi HO tidak di pungut biaya
— Penyelesaian rekomendasi HO selama 1 hari
. Pelayanan Rekomendasi surat ijin usaha perdagangan
— Surat keterangan usaha/pengantar dari Perbekel
— Foto copy KTP
— Foto copy sertifikat tanah/akta/kutipan letter C
— Surat pernyataan sewa menyewa
— Foto copy pelunasan PBB
— Surat pernyataan sewa menyewa apabila tanahnya bukan milik sendiri
— Pelayanan pembuatan rekomendasi SIUP tidak dipungut biaya
— Penyelesaian rekomendasi SIUP paling lama 1 hari
. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu
— Surat keterangan atau pengantar dari Perbekel
— Foto copy KTP/KK 1 lembar
— Rujukan dokter Puskesmas
— Pasien yang menjalani rawat inap cukup melampiri keterangan rawat inap dari rumah sakit
— Pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu tidak dipungut biaya
— Penyelesaian rekomendasi SKTM paling lama 1 jam
I. Rekomendasi ijin keramaian
— Surat pengantar dari Perbekel
— Pelayanan rekomendasi ijin keramaian tidak dipungut biaya
— Waktu penyelesaian rekomendasi paling lama 1 hari
j. Pelayanan pembuatan surat-surat tanah/akta tanah
» Akta jual beli
Syarat-syarat :

— Foto copy KTP dan KK penjual



Foto copy KTP dan KK pembeli/pemohon

Foto copy SPPT dan STTS PBB tahun bersangkutan

Foto copy letter C desa

Foto copy akta perkawinan bila pemohonnya wanita

Masing-masing rangkap 4 lembar

Besarnya biaya akta jual beli sebesar 1,5% dari harga jual/nilai jual obyek pajak (NJOP)
Pembayaran dapat dilakukan melalui petugas pembantu PPAT pada saat mengurus akta

Pembuatan akta jual beli paling lambat selesai 2 minggu

> Akta Hibah

Foto copy KTP dan KK pemberi hibah

Foto copy KTP dan KK pemohon

Foto copy SPPT dan STTS PBB tahun bersangkutan

Foto copy letter C

Foto copy akta perkawinan bila pemohonnya wanita

Masing-masing rangkap 4 lembar

Biaya akta hibah sebesar 1,5% dari nilai jual obyek pajak (NJOP)

Pembayaran dapat dilakukan melalui petugas pembantu PPAT pada saat mengurus akta

Waktu penyelesaian pembuatan akta hibah paling lambat 2 minggu

» Pembagian Hak Bersama (PHB)

Foto copy KTP dan KK para ahli waris/pelepas

Foto copy KTP dan KK penerima waris/pemohon

Foto copy STTP dan STTS PBB tahun yang bersangkutan

Foto copy letter C desa

Foto copy akta perkawinan bila pemohonnya wanita

Masing-masing rangkap 4 lembar

Biaya akta pembagian hak bersama sebesar 1,5% dari nilai jual obyek pajak
Pembayaran dapat dilakukan melalui petugas pembantu PPAT pada saat mengurus akta.

Pembuatan akta selesai paling lambat 2 minggu

Dalam pelayanan administrasi, Kecamatan Kubutambahan telah menetapkan standar pelayanan

satu atap, dengan ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh

masyarakat sebagai pemohon maupun oleh petugas pelayanan administrasi di Kecamatan

Kubutambahan

Kinerja pemerintah kecamatan Kubutambahan terhadap beberapa jenis pelayanan kepada

masyarakat dibidang administrasi dalam kurun waktu tahun 2017adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan kartu keluarga sebanyak - lembar

2. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) sebanyak :
e KTPSIAK - lembar
e E-KTP

— Perekaman 2200 orang

— Yang sudah dicetak 2200 lembar

3. Pelayanan surat pindah : 203lembar

4. Pelayanan rekomendasi surat keterangan catatan kepolisian : 18 lembar
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5. Pelayanan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB) D

6. Pelayanan rekomendasi ijin HO -

7. Pelayanan Rekomendasi surat ijin usaha perdagangan

8. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu .10 lembar
9. Rekomendasi ijin keramaian . - lembar
10. Pelayanan pembuatan surat-surat tanah/akta tanah . 54 lembar

2.8. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
KECAMATANKUBUTAMBAHAN
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk kurun waktu 5 tahun kedepan, tantangan,
peluang, kekuatan dan kelemahan sudah dipastikan akan dihadapi antara lain :
1) Tantangan
a. Terbatasnya saranan dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian masyarkat.
b. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. Menurunnya semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam menunjang
pembangunan.

d. Terbatasnya kemampuan daya saing produk lokal dengan produkluar.

2).Peluang
a. Tersedianya potensi perekonomian masyarakat untuk dikembangkan.
b. Tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai daya saing.
c. Adanyapeningkatan perekonomianmasyarakat yang berkesinambungan.
d. Adanya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang dinamis dan tenteram diantara
keberagaman

Kekuatan dan Kelemahan Internal
1) Kekuatan
a. Tersedianya jumlah personalia yang memadai
b. Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung operasional SKPD.
c. Tersedianya bangunan gedungKantor Kecamatan yang memadai sebagai pusat
penyelenggaraan pemerintah.
d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
2) Kelemahan
a. Belum meratanya distribusi personalia menurut kualitas dan kapabilitasnya.
b. Terbatasnya sarana pendukung kegiatan sesuai kebutuhan.
c. Terdapatnya regulasi tentang pelaksanaan kegiatan yang sering berubah-ubah.

d. Kurangnya koordinasi antar SKPD.

BAB Il
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ISU — ISUSTRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

3.4.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Permasalahan Pemerintah Kecamatan Kubutambahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

adalah :

a. Masih lemahnya/belum optimalnya pola koordinasi dan fasilitasi

b. Kurangnya motivasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan

c. Pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan belum optimal

d. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah

Dari permasalahan tersebut disebabkan oleh :

Kualitas sumber daya manusia(SDM) belum memadai

a
b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal

c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan

d. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran

3.5. TELAAH VISI MISI RPIMD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022

Pemerintah kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintah kabupaten, oleh karena

itu sistem perencanaan program kegiatan kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari

program kegiatan Pemerintah Kabupaten

3.2.1.

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses
refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh
komponen stakeholder. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih dan merupakan
keadaan idealyang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) daerah
dimasa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah kabupaten buleleng saat ini, permasalahan,
tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi dimasa depan serta dengan
memperhitungkan faktor strategis, sumber dasa alam (SDA) dan sumber daya manusia
(SDM), pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan visi Kabupaten
Buleleng sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA
KARANA”

Arah menuju visi tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai

berikut :
a. Mandiri diukur dengan :
e Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah yang berbasis

Kinerja
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Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik (good an clean govermance) , yaitu profesional,
transparant, acountable, memiliki kredibilitas dan bebas KKN

Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi
masyarakat

Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi
tuntutan dan kemajuan pembangunan daerah

Meningkatnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri
kebutuhan pokok

Terwujudnya pariwisata berbasis busaya dan keindahan alam yang unik serta

terbangunnya sinergitas dengan sektor pertanian

b. Sejahtera diukur dengan :

Meningkatnya indek pembangunan manusia(IPM) yang ditunjukkan oleh :

- Tingkat pendidikan antara lain : terlaksananya wajib belajar 12 tahun,
meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat
pendidikan terendah, meningkatnya angka pastisipasi sekolah. Dan
tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan

- Tingkat kesehatan antara lain : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
angka harapan hidup, dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial memalui
Asuransi Kesehatan

- Kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya
pendapatan riil perkapita

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan kesenjangan

antar wilayah dan kesenjangan sosial

Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar

(sandang,pangan, pensisikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan kesempatan

berusaha)

Berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi

daerah yang berwawasan lingkungan.

Tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian

perdesaan

c. Damai diukur dengan :

Teraktualisasinya keragaman budaya lokal
Terjaminnya kebebasan beribadah
Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman,

ketertiban umum, dan penegakan supremasi hukum

d. Berdaya Saing , diukur dengan :

3.2.2. Misi

Terwujudnya kegiatan-kegiatan yang dapat memanfaatkan potensi yang ada di
wilayah masing-masing.

Terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang disesuaikan dengan potensi yang
ada.

Terwujudnya lingkungan permukiman yang berlandaskan kearifan lokal
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Misi  merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya Yyang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah

dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelengara pemerintahan tanpa

mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten

Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a.

Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi,
merata dan berkualitas

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan
bermoral

Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
setiap tahapan pembangunan

Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat

Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang

Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development)

Berdasarkan Visi dan Misi serta Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati diatas,

hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan adalah :

a.

Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman,
berbudaya, serta dapat memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban
Mendorong dan meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam
pembangunan berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan
kesetaraan gender.

Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima

Selanjutnya untuk mengimplementasikan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang

ada relevansinya dengan tugas dan fungsi Kecamatan diatas, potensi permasalahan yang

timbul adalah :

a.

Kurangnya tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah

b. Masih belum diratakannya keadilan dalam pelaksanaan pembangunan

C.

Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

3.6.PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis Kecamatan Kubutambahan adalah :

Kinerja dan profesionalisme aparatur

a
b. Pelayanan masyarakat

c. Partisipasi masyarakat

o

Sistem administrasi perkantoran

e. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

BAB IV
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VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN

4.5.VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana arah suatu
organisasiharus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inisiatif dan inovatif sehingga memiliki
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita, dan citra yang ingin diwujudkan,
dibangun melalui proses replikasi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh
seluruh komponen stakeholders.

Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih kedepan dan merupakan keadaan ideal
yangsifatnya memberikan implikasi dan arah serta posisi (setting) untuk organisasi di masa depan

Berdasarkan kondisi umum Kecamatan Kubutambahan saat ini terkait dengan
pemerintahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi dimasa depan, serta dengan
memperhitungkan faktor strategis dan potensi sumber daya manusia (SDM), maka dalam
pelaksanaan pemerintahan untuk periode tahun 2017-2022, dicanangkan Visi Kecamatan

Kubutambahan sebagai berikut
“ Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Kubutambahan Sejahtera dan

Mandiri Berlandaskan Tri Hita Karana «

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Salah satu tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Jika
Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka salah satu tujuan
Pemerintah sudah tercapai. Pelayanan Prima (Service Excelence) merupakan suatu tuntutan
yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Pelayanan Prima (Service Ecelence) merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat yang
cepat, tepat, dan murah, dengan prinsip “Kalau Bisa Dipermudah, Kenapa Dipersulit”

b. Sejahtera adalah cita-cita dan tuntutan kebutuhan serta dambaan masyarakat, sehingga menjadi
tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya.

Sejahtera dapat diukur dari :

e meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan
harapan hidup masyarakat.

e Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat

e Berkurangnya jumlah penduduk miskin

c. Mandiri dapat dipandang sebagai suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan dan

kompetensi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik material maupun spiritual.

Kemandirian dapat diukur dari :

e Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah Kecamatan yang berbasis kinerja

e Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat.

e Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan
pembangunan

e Meningkatnya pastiripasi/swadaya masyarakat dalammemenuhi sendiri kebutuhan pokok

4.6.MISI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik.

Adapun misi Kecamatan Kubutambahan untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :
Menciptakan pemerintahan yang berkualitas bersih dan berwibawa
Menciptakan pelayanan yang ramah, cepat, tepat dan murah kepada masyarakat.
Meningkatnya pelayanan umum (public service) meliputi peningkatan infrastruktur meliputi
jalan, listrik dan air bersih, peningkatan administrasi perkantoran serta peningkatan pelayanan
sosial budaya.
Menumbuh kembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
Mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat

Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

4.7. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan organisasi merupakan penjabaran impelementasi dari pernyataan misi organisasi

yang mengandung makna :

a.

b.

C.

Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun.
Merupakan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi organisasi
Merupakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi organisasi

Berdasarkan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka Kecamatan Kubutambahan

dalam rangka mewujudkan misinya, menetapkantujuan organisasi sebagai berikut :

a.
b.
C.

Terciptanya kinerja, disiplin dan profesionalisme pegawai

Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan murah

Terselenggaranya pembangunan di berbagai bidang

Terciptanya partisipasi masyarakat yang inovatif, kreatif, dan aspiratif.

Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

Yang menjadi kelompok sasaran untuk setiap program/kegiatan adalah masyarakat dan

SKPD kecamatan Kubutambahan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran

strategi sebagai berikut :

a.
b.

C.

Meningkatnya kegiatan pemerintahan secara efektif

Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahan

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pegawai untuk dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara cepat, tepat dan murah

Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi  aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan

Meningkatnya kualitas SDM masyarakat
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g. Meningkatnya situasi yang aman dan tenteram dengan meminimalisir gangguan-gangguan

keamanan dan ketertiban.

4.8.STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
Kebijakan umum pembangunan urusan pemerintahan umum diarahkan pada peningkatan
kualitas tata pemerintahan melalui :
a. Peningkatan kualitas kebijakan publik
b. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah
d. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat daerah dalam
menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut
targetnyakebijakan terdiri atas :
a. Kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program
pembangunan. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Kubutambahan adalah :
e Menyelanggarakan administrasi perkantoran dan keuangan pegawai
e Mewujudkan suasana kerja/lingkungan kerja yang kondusif
e Menyusun program kerja pemerintah secara kordinatif
e Mengadakan pembinaan administrasi desa
e Melaksanakan dan melaporkan administrasi pemerintahan desa
e Melaksanakan administrasi pertanahan
e Menyelenggarakan pelayanan prima
b. Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur,
mendorong dan menfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan
Kubutambahan adalah :
e Mendorong pemberdayaan masyarakat
e Meningkatkan intensifiksasi penagihan PBB kepada masyarakat
e Mengadakan bimbingan keagamaan, adat dan sosial budaya kepada masyarakat

e Meningkatkan kordinasi penyelenggaraan ketertiban umum
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TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 2 3 q 5
2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Terciptanya kinerja, disiplin, Meningkatnya kwalitas pelayanan perijinan|Presentase responden yang puias 65 70 75 80 85
dan profesionalisme pegawai dan non perijinan sesuai kewenangan terhadap pelayanan
kecamatan dan kebersihan lingkungan
2 |Terciptannya kualitas Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Presentase desa yang memiliki 70 75 80 85 90
penyelenggaraan pemerintah pemerintah desa administrasi umum pemerintah
desa dengan kualitas baik
3 |Terselenggaranya Meningkatnya partisipasi masyarakat Presentase kualitas 70 75 80 85 90
pembangunan di berbagai dalam pembangunan penmyelenggaraan peemerintah
bidang desa
4 |Terciptanya partisipasi Meningkatnya kesejahtraan sosial Jumlah pengurus cabang orah raga 65 70 75 80 85
masyarakat yang inovatif, masyarakat yang aktif
kreatif, dan aspiratif
5 |Terwujudnya situasi dan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban |Persentaselaporan gangguan 50 45 40 35 30
kondisi yang kondusif dalam wilayah ketentraman, keetertiban dan
penyelenggaraan bencana yang ditindaklanjuti
pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan
6 |Terwujudnya pelayanan Meningkatnya pelayanan administrasi [Persentase pelayanan 60 65 70 75 85
administrasi perkantoran perkantoran administrasi
secara optimal kesekretariatanKantor Camat
Tejakula yang dilaksanakan
dengan baik
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MATRIK TUJUAN DAN SASARAN STRATEJIK DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

2

3

4

Terciptanya kinerja,
disiplin, dan
profesionalisme pegawai

Terciptannya kualitas
penyelenggaraan
pemerintah desa

Terselenggaranya
pembangunan di berbagai
bidang

Terciptanya partisipasi
masyarakat yang inovatif,
kreatif, dan aspiratif

Terwujudnya situasi dan
kondisi yang kondusif
dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan

Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran
secara optimal

Meningkatnya kwalitas pelayanan
perijinan dan non perijinan sesuai
kewenangan kecamatan dan
kebersihan lingkungan

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintah desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan

Meningkatnya kesejahtraan sosial
masyarakat

Meningkatnya ketentraman dan
ketertiban wilayah

Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran

Kebijakan Internal :

e Menyelanggarakan
administrasi
perkantoran dan
keuangan pegawai

e Mewujudkan suasana
kerja/lingkungan kerja
yang kondusif

e Menyusun program
kerja pemerintah
secara kordinatif

e Mengadakan
pembinaan
administrasi desa

e Melaksanakan dan
melaporkan
administrasi
pemerintahan desa

e Melaksanakan
administrasi
pertanahan

e Menyelenggarakan
pelayanan prima

Kebijakan Eksternal :

e Mendorong
pemberdayaan
masyarakat

e Meningkatkan
intensifiksasi
penagihan PBB
kepada masyarakat

e Mengadakan
bimbingan
keagamaan, adat dan
sosial budaya kepada
masyarakat

e Meningkatkan
kordinasi
penyelenggaraan
ketertiban umum
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN
DAN INDIKATIF

Perencanaan Kinerja (Perfomance Planing) merupakan tahapan operasionalisasi dari rencana
stratejik yang telah disusun pada tahapan ini, rencana kerja yang telah disusun akan menjadi panduan
bagi pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk
mencapai kinerja yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kinerja yang baik dari tahun ke tahun
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik akan dapat
dilakukan pemantauan dan evaluasi sejauh mana pencapaiannya dan dilakukan koreksi jika terdapat
penyimpangan atau perkembangan baru di lingkungan stratejik yang perlu diantisipasi/ditindaklanjuti.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai,
indikator kinerja sasaran, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.
Dalam dokumen ini hanya memuat Program SKPD dalam hal ini Kecamatan Kubutambahan yang
merupakan program sektoral yang menjadi tanggungjawab langsung SKPD yang tidak memiliki
keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas

Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan Rencana Kerja Kerangka Pendanaan yang
merupakan perkiraan jumlah dana yang akan dialokasikan berdasarkan jumlah dan struktur anggaran
yang dimiliki

Adapun selengkapnya Perencanaan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai berikut :
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BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPIMD

Sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMD kabupaten Buleleng 2017-2022 untuk

mewujudkan 7 misi maka telah diterapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buleleng tahun
2017-2022 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik,

maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah :

Meningkatkan perekonomian daerah

Meningkatkan daya saing daerah

Meningkatkan daya beli masyarakat

Meningkatkan produksi dan daya saing produksi unggulan daerah

Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat

Mewujudkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan
Lestarinya kebudayaan Bali yang adiluhung

Mewujudkan keadilan disemua bidang pembangunan, dan

Mewujudkan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan

b. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten

Buleleng Tahun 2017-2022, dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada

seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan

Meningkatkan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri
Neningkatkan pendapatan masyarakat

Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah

Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan daerah dipasaran
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatus Pemerintah
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang
adiluhung

Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya bali

Tegaknya supremasi hukum, ketentraan, dan keadilan disemua aspek kehidupan
Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan

Terjaganya kualitas sumber daya alam

Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan

Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbaru
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Dari tujuan dan sasaran diatas, Indikator Kinerja Kecamatan Kubutambahan yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :
a. Persentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah
b. Persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
c. Persentase peningkatan daya saing dan daya beli masyarakat
d. Persentase peningkatan pelestarian adat dan budaya bali
e. Persentase peningkatanpartisipasi masyarakat dalam pembangunan

Adapun selengkapnya Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Kubutambahan yang mengacu

kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut :
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) digunakan sebagai
pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang
selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja ( Renja SKPD ) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ).

Perencanaan Stategis ( Renstra ) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang
dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang
memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu
dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam

pelaksanaannya.

CAMAT KUBUTAMBAHAN,

Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640311 198503 1 017
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PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
Jalan Raya Singaraja - Kubutambahan, Telp./Fax (0362) 21745

KUBUTAMBAHAN

RENSTRA 2017 - 2022

Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja Pada Akhir
. . Kinerja Periode
Bidang Urusan Indikator Pada
Kode Pemerintahan Kinerja Awal Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 SKPD Penanggung
dan Program Program Renstra Jawab
Prioritas Qutcome ( Akhir Target Rp
Tahun0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kecamatan
Kubutambahan 2,509,470,000 2.168,090,000 2,567,118,900 2,823,830,790 3,106,213,869 13,174,723,559
Persentase
Administrasi
Perkantoran
Program yang K
4.00.04 | Pelayanan mendukung o o o o o o o ecamatan
02,01 Administrasi kelancaran 100% 100% 791,561,000 100% 621,732,000 100% 683,905,200 100% 752,295,720 100% 827,525,292 100% 3,677,019,212 Kubutambahan
Perkantoran tugas dan
fungsi
Perangkat
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Surat 10000 10000 10000 10000 50000
Surat Menyurat yang dibuat 10000 exp exp 83,296,000 | 10000 exp 77,700,000 exp 85,470,000 exp 94,017,000 exp 103,418,700 exp 443,901,700
. Jumlah
ienyedl_aan_Jasa Penyediaan
omunikasi, Jasa 12 12 60
e Komunikasi, | *2PU" | buan 50,000,000 | 12bulan 1 49 590,000 12bulan | 45 100,000 12bulan | 49 610,000 bulan | 54571,000 | bulan 240,281,000
Lis)t/rik Sumber Daya
Air dan Listrik
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Jumlah
Penyediaan Jasa Penyediaan
Peralatan dan Jasa Peralatan 12 12 60
Perlengkapan dan 12bulan | 1an 66,360,000 | 12bulan | g6 354 400 12bulan | 75 996,000 12bulan | g4 995 600 bulan | 88,325160 | bulan 374,336,760
Kantor Perlengkapan
Kantor
Jumlah
Penyediaan Jasa Penyediaan
. Jasa
Pemeliharaan dan Pemeliharaan
ieerr:(zjggr;n dan Perizinan 16 unit 16 unit 3,000,000 16 unit 3,000,000 16 unit 3,300,000 16 unit 3,630,000 16 unit 3,993,000 80 unit 16,923,000
Dinas/Operasional Kendaraan
P Dinas/Operasio
nal
Jumlah
Penyediaan Jasa Penyediaan 12 12 60
Administrasi Jasa o ) 12 bulan bulan 203,470,000 | 12 bulan 196,800,000 12 bulan 216,480,000 12 bulan 238,128,000 bulan 261,940,800 bulan 1,116,818,800
Keuangan Administrasi
Keuangan
. Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa -
Kebersihan Kantor Ezggilhan 1 tahun 1 tahun 80,372,000 | 1 tahun 77,572,000 1 tahun 85,329,200 1 tahun 93.862,120 1 tahun 103,248,332 5 tahun 440,383,652
Jumlah
Penyediaan Alat Penyediaan 12 12 60
Tulis Kantor Alat Tulis 12bulan 1 jan 48,765,000 | 12bulan | 54 599 gog 12bulan | 33 400,000 12bulan | 36 300,000 bulan | 39,930,000 | bulan 187,995,000
Kantor
. Jumlah
Ei?Zﬁg'éiTakan Eea?inediéi'lakan 12bulan | F2 6,400,000 | 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 60 52,810,000
dan dan 9 bulan e 10,000,000 11,000,000 12,100,000 bulan 13,310,000 bulan e
Penggandaan Penggandaan
Jumlah
Penyediaan Penyediaan
Komponen Komponen 12 48
Instalasi Instalasi - - - | 12 bulan 12 bulan 12 bulan 9,282,000
Listrik/Penerangan | Listrik/Peneran 2,000,000 2,200,000 2,420,000 bulan 2,662,000 bulan
Bangunan Kantor gan Bangunan
Kantor
Penyediaan IJDljarr?)I/ZZiaan
Peralatan dan 12 12 60
Perlengkapan Eg;f‘;ﬁta;adgg 12bulan | ) 1an 144,898,000 | 12bulan | 45 506 5o 12bulan |46 750 000 12bulan | 54 495 000 bulan | 56,567,500 | bulan 342,140,500
Kantor Kantorg P
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Penyediaan Bahan Jumlah.
Penyediaan
Bacaan dan Bahan Bacaan 12 12 60
peratuan dan Peraturan | 12PUI8N | pypan 10,000,000 | 12bulan | 4 599 oog 12bulan | 5 600,000 12bulan | 260,000 bulan | 7,986,000 bulan 37,846,000
9 Perundang-
undangan
undangan
Penyediaan Jumlah
Penyediaan 12 12 60
Makanan dan Makanan dan | -2 P48 | bjjan 30,000,000 | 12bulan | g g4 5o 12bulan | g 680,000 12bulan | 16 648,000 bulan | 11,712,800 | bulan 70,840,800
Minuman
Jumlah Rapat-
Rapat-rapat rapat Kordinasi
Kordinasi dan dan Konsultasi 12 12 60
Konsultasi ke Luar ke Luar 12 bulan bulan 65,000,000 | 12 bulan 60,000,000 12 bulan 66,000,000 12 bulan 72,600,000 bulan 79,860,000 bulan 343,460,000
Daerah/Dalam
Daerah/Dalam
Daerah
Daerah
Persentase
Sarana dan
Prasarana
Program Aparatur
Peningkatan dalam kondisi
205¢ | sarana dan baik dan 60% | 60% | 230,152,000 70% | 576 360,000 80% | 422,318,000 90% | 464549800 | 100% | o1 gos7go | 100% | 2007404580 Ee%amatatr: o
s Prasarana mendukung e e ubutambahan
Aparatur tugas dan
fungsi
perangkat
daerah
Pembangunan éuaTéihnan 1 unit 1 unit 30,000,000 | - - - - 1 unit 30,000,000
Gedung kantor Gedung kantor ” - - -
Jumlah
Penyelenggaraan Penyelenggaraa
dan Pengadaan n dan
Sarana/Prasarana Pengadaan 1 tahun 1 tahun 98,000,000 | 1 tahun 98,800,000 1 tahun 108,680,000 1 tahun 119,548,000 1 tahun 131,502,800 5 tahun 556,530,800
Upacara Sarana/Prasaran
a Upacara
Penyelenggaraan 8 8 8 32
Upacara / Hari 8 kegiatan | - - | Bkegiaan | 115580000 | kegiatan | 123:838,000 | kegiatan | 136,221,800 | K€U | 149843959 | Keviata 522,483,780
Besar Nasional n n
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Pemeliharaan

Jumlah
Pemeliharaan

Rutin/Ber_kaIa Rutin/Berkala 1 unit 1 unit 4,000,000 1 unit 5,000,000 1 unit 5,500,000 1 unit 6,050,000 1 unit 6,655,000 5 unit 27,205,000
Rumah Dinas .
Rumah Dinas
Pemeliharaan ‘Il%meal?haraan
Rutin/Berkala Rutin/Berkala 1 unit 1 unit 21,000,000 1 unit 4,000,000 1 unit 4,400,000 1 unit 4,840,000 1 unit 5,324,000 5 unit 39,564,000
Gedung Kantor
Gedung Kantor
. Jumlah
Pemellharaan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rutin/Berkala
g?::;gaerasional Kendaraan 15 unit 15 unit 44,000,000 15 unit 21,000,000 15 unit 23,100,000 15 unit 25,410,000 15 unit 27,951,000 75 unit 141,461,000
n P Dinas/Operasio
nal
Pemeliharaan Jumlah
. Pemeliharaan
Rultin/ Berkala Rutin/ Berkala | 35unit | 35 unit 25,552,000 | 35 unit 35 unit 35 unit 35 unit 175 62,680,000
Alat-alat Alat-alat e 8,000,000 8,800,000 9,680,000 10,648,000 unit e
kantor/RT Kantor/RT
e Jumlah
o | S . | . | |
Rumah / Gedung fﬁﬁgﬁ; Berat | - - - | Lunit 130,000,000 | lunit 143000000 | LUnit 157300000 | M| 173030000 | 4UNMt 603,330,000
Kantor Gedung Kantor
Pendataan dan Jumlah data
Inventarisasi Aset Inventarisasi .
Barang Milik Aset Barang 1 tahun 1 tahun 7,600,000 | - ) 1 tahun 5,000,000 1 tahun 5,500,000 1 tahun 6,050,000 4 unit 24,150,000
Daerah Milik Daerah
4.00.04 Program Persentase Kecamatan
62 0'3 Peningkatan Kedisiplinan 60% 60% 41,100,000 70% 35.000.000 80% 61,710,000 90% 67,881,000 100% 74.669.100 100% 280,360,100
e Disiplin Aparatur | Aparatur et 069, Kubutambahan
Pengadaan Jumlah
Pakaian Dinas Pengadaan
Beserta Pakaian Dinas
kelengkapannya Beserta 50 stel 50 stel 25,000,000 | - ) 50 stel 27500,000 50 stel 30,250,000 50 stel 33,275,000 200 stel 116,025,000

Perlengkapanny
a
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Pengadaan
Pakaian Kerja
Lapangan - - -
pang 12 stel 15,000,000 12 stel 16,500,000 12 stel 18,150,000 12 stel 19,965,000 48 stel 69,615,000
Pembinaan Rohani | Jumlah
dan Budaya Pembinaan
Aparatur Rohani dan
p Budaya 1 tahun 1 tahun 16,100,000 | 1 tahun 20,000,000 1 tahun 17,710,000 1 tahun 19,481,000 1 tahun 21,429,100 5 tahun 94,720,100
Aparatur
Program Persentase
Peningkatan Pelaporan K
4.00.04 | Pengembangan Capaian o o o o o o o ecamatan
02.06 Sistem Pelaporan | Kinerja dan 100% 100% 14,800,000 100% 16,900,000 100% 30,800,000 100% 33,880,000 100% 37.268,000 100% 133,648,000 Kubutambahan
Capaian kinerja Keuangan
dan Keuangan tepat waktu
Jumlah
Penyusunan Penyusunan
Laporan Capaian Laporan
Kln(_erja dan o Capalan_KmerJa 1 tahun 1 tahun 3,700,000 | - ) 1 tahun 4,070,000 1 tahun 4,477,000 1 tahun 4,924,700 4 tahun 17,171,700
Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar
Kinerja SKPD Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
1
Penyusunan Penyusunan 2 2 2 tahun
Laporan Keuangan | Laporan 1 tahun 1 tahun 3,700,000 2 laporan ' 82,132,900
Semesteran Keuangan 16,900,000 laporan 18,590,000 laporan 20,449,000 laporan | 22,493,900 :3
S aporan
emesteran
Jumlah
Penyusunan Penyusunan
Pelaporan Pelaporan
Prognosis Prognosis 1 tahun 1 tahun 3,700,000 | - ) 1 tahun 4,070,000 1 tahun 4,477,000 1 tahun 4,924,700 4 tahun 17,171,700
Realisasi anggaran | Realisasi
Anggaran
Penyusunan Jumlah
Pelaporan Pe?yusunan h h h h h h
Keuangan Akhir IP(ZSE%ZE 1 tahun 1 tahun 3,700,000 - ) 1 tahun 4,070,000 1 tahun 4,477,000 1 tahun 4,924,700 4 tahun 17,171,700
tahun Akhir Tahun
Persentase
Program Penyusunan
490.0% | Perencanaan perencanaan 100% | 100% 88,983,000 100% | 101 400000 100% | 111540000 |  100% | 122694000 | 100% | 1 oo, 100% 559580400 | Ieecamatan
e Anggaran SKPD | anggaran tepat it Dl Kubutambahan
waktu
Jumlah
Penyusunan Penyusunan
Anggaran SKPD Anggaran 1 tahun 1 tahun 88,983,000 | 1 tahun 101,400,000 1 tahun 111,540,000 1 tahun 122,694,000 1 tahun 134,963,400 5 tahun 559,580,400
SKPD
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Persentase

Program pelaksanaan K
4.00.04 | Informasi penyampaian o o o o o o o ecamatan
02.08 Pembangunan informasi 100% 100% 43,896,000 100% 45,510,000 100% 50,061,000 100% 55,067,100 100% 60,573,810 100% 255,107,910 Kubutambahan
Daerah pembangunan
daerah
Jumlah
Penyelenggaraan rencana-
Pameran/Pawai rencana 1 kali 1 kali 43,896,000 | 1kali 45,510,000 1 kali 50,061,000 1 kali 55,067,100 1 kali 60,573,810 5 kali 255,107,910
pembangunan
pembangunan
Prosentase
Program A
Koordinasi partmpa;l t
masyaraka
400.04 | Penyelenggaraan | oy 80% | 80% | 681,750,000 - - - - - esL750000 | leecamatan
.02.23 Penlng'l?atan peningkatan - - - - Kubutambahan
Kesejahteraan .
Sosial kes_ejahteraan
sosial
Pembinaan dan
Koordinasi Jumlah
Pelaksanaan lembaga yang 13 desa 13 desa 326,050,000 - ) - ) - ) - ; - 326,050,000
Pelestarian Adat ada
dan Budaya
Pembinaan
pemuda dan olah Jumlah
raga serta lembaga | lembaga yang 13 desa 13 desa 73,965,000 - ) - ) - ) - ; - 73,965,000
sosial ada
kemasyarakatan
Koordinasi f;;?;ﬁ:sr;:; 8
pelaksanaan hari- yang 8 kegiatan | kegiata 201,635,000 - ) - ) - ) - ) - 201,635,000
hari nasional diperingati n
Pembinaan Jumlah
Pelaksanaan partisipasi 5
Lomba masyarakat 5 kegiatan | kegiata 80,100,000 - ) - ) - ) - ) - 80,100,000
Kesejahteraan dalam kegiatan n
Sosial lomba
Tingkat
Program kepuasan
Koordinasi masyarakat
4.00.04 . . . . . Sangat Sangat Kecamatan
Penyelenggaraan | terhadap Baik Baik 125,985,000 Baik Baik 105,215,000 Baik 115,736,500 : : 569,896,650
.02.15 Peningkatan pelayanan 95,650,000 Baik 127,310,150 Baik Kubutambahan
Pelayanan Umum | publik di
Kecamatan
Pembinaan \r]T:Jf;T;:/ZT’akat
K_ebersman dap yang sadar 13 desa 13 desa 42,470,000 13 desa 42,470,000 13 desa 46,717,000 13 desa 51,388,700 13 desa 56,527,570 65 desa 239,573,270
Lingkungan Hidup lingkungan
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Pembinaan Jumlah
Pelayanan surat/perijinan
Masyarakat dan yang 13 desa 13 desa 83,515,000 13 desa 53,180,000 13 desa 58,498,000 13 desa 64,347,800 13 desa 70,782,580 65 desa 330,323,380
Perijinan dikeluarkan
Pembinaan dan Jumlah Objek
Pendataan Objek Pendapatan ) ) ) ) ) ) ) )
Pendapatan Daerah yang 13 desa 13 desa 24,015,000 13 desa 24,015,000
Daerah dibina

Prosentase
Program pelaksanaan
koordinasi administrasi

4620]:24 Penyelenggaraan pemerintah 80% 80% 129,050,000 85% 132.119.000 90% 178,644,400 95% 196,508,840 100% 216.150.724 100% 852,481,964 Kecamatan
. Pemerintah Desa | desa dengan H L Kubutambahan

/ Kelurahan kategori baik

di Kecamatan
e | i
Desa/Perbekel/Lur Ig?gl:];]san yang | 13 desa 13 desa 14,550,000 | 13 desa 15,630,000 13 desa 17,193,000 13 desa 18,912,300 13 desa 20,803,530 65 desa 87,088,830
ah
Bimbingan teknis Jumlah
Penyusunan Peraturan Desa 13 desa 13 desa 42,200,000 | - ) 13 desa 46,420,000 13 desa 51,062,000 13 desa 56,168,200 52 desa 195,850,200
Peraturan Desa
Pembinaan
Pelaksanaan
Pemlll_han dan 13 desa 17,465,000 - ) - ) - ) 13 desa 17,465,000
Pelantikan Kepala
Desa / Perbekel
Pembinaan
Keagrariaan 13 desa 13 desa 5,550,000 | - ) 13 desa 6,105,000 13 desa 6,715,500 13 desa 7,387,050 52 desa 25,757,550
Pembinaan
Pelaksanaan
administrasi 13 desa 13 desa 66,750,000 | - ) 13 desa 73.425,000 13 desa 80,767,500 13 desa 88,844,250 52 desa 309,786,750
kependudukan
desa / kelurahan
Pembinaan
Pelaksanaan
Admln'lstra5| - - - | 13 desa 80,224,000 13 desa 88,246,400 13 desa 97,071,040 13 desa 106,778,144 52 desa 372,319,584
Pemerintah
Desa/kelurahan
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Pembinaan Jumlah
Pelaksanaan L .
Kegiatan admml_stram
Pemilu,idiolog Pemerintahan - - - | 13 desa 18,800,000 13 desa 20,680,000 13 desa 22,748,000 13 desa 25,022,800 52 desa 87,250,800
Desa yang telah
dan kesatuan . .
b diselesaikan
angsa
Program Persentase
Koordinasi Partisipasi K
4.00.04 | Penyelenggaraan | masyarakat o o o o o o o ecamatan
0217 Peningkatan dalam 70% 70% 178,749,000 75% 186,555,000 80% 301,486,900 85% 331,635,590 90% 364,799,149 100% 1,363,225,639 Kubutambahan
Pembangunan pembangunan
Desa / Kelurahan | di Kecamatan
Jumlah
Pembinaan lomba | adminstrasi
desa/kelurahan desa/kel_urahan 6 desa 6 desa 57,400,000 13 desa 48,230,000 13 desa 53,053,000 13 desa 58.358 300 13 desa 64,194,130 58 desa 281,235,430
Terpadu yang baik dan
benar
Pelaksanaan Jumlah
Musyawarah usulanan
Pembangunan pembangunan 14 kali 14 kali 26,500,000 75% 85% 90% 100% 100% 135,331,450
Desa/Kelurahan yang 23,450,000 25,795,000 28,374,500 31,211,950
dan Kecamatan terakomodir
Pendataan dan
Evaluasi Swadaya | Jumlah
Murni Masyarakat | swadaya 13 desa 13 desa 79,774,000 13 desa 87.751,400 13 desa 96,526,540 13 desa 106,179,194 52 desa 370,231,134
dan Proyek Masuk | masyarakat
Desa/Kelurahan
Penyusunan Profil Jl;;nlah desa
Desa/Kelurahan yang lesaik 13 desa 13 desa 7,325,000 | - - - - 13 desa 7,325,000
dan Kecamatan menyelesatkan . B B )
profil
o |
Kemasyarakatan Leirt?itr)]zga yang 13 desa 13 desa 7,750,000 | - ) 13 desa 8,525,000 13 desa 9,377,500 13 desa 10,315,250 52 desa 35,967,750
Desa/Kelurahan
Pembinaan
Penyusunan
Rencapa Kerja - - - | 13 desa 103,900,000 13 desa 114,290,000 13 desa 125,719,000 13 desa 138,290,900 52 desa 482,199,900
Pemerintah ( RKP
) Desa
Penyusunan Profi . . - | 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 4 buku 50,934,975
Kecamatan 10,975,000 12,072,500 13,279,750 14,607,725 e
Program Persentase
Koordinasi laporan
40'201'24 Penyelenggaraan | gangguan 60% | 60% | 183,444,000 70% | 215 134 000 80% | 245,557,400 90% | 270,113,140 | 100% | hoo 1oy 4e, 100% | 1208372904 | <ECAMatan
S Peningkatan ketentraman, el = Kubutambahan
Linmas Trantib ketertiban dan
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bencana yang
ditindak
lanjuti
Pengamanan dan Jumlah
pengawasan penegakan 13 desa 13 desa 145,824,000 | 13 desa 146,504,000 13 desa 161,154,400 13 desa 177,269,840 13 desa 194,996,824 65 desa 825,749,064
peraturan daerah peraturan
Pembinaan Jumlah
Linmas/hasip admlnlt(a5| 13 desa 13 desa 5,550,000 | - ) 13 desa 6,105,000 13 desa 6,715,500 13 desa 7,387,050 52 desa 25,757,550
desa/kelurahan yang baik
Pemantauan
ketent_raman _dan 13 desa 13 desa 26,520,000 | 13 desa 59,850,000 13 desa 65,835,000 13 desa 72,418,500 13 desa 79,660,350 65 desa 304,283,850
ketertiban wilayah
Koordinasi Jumlah bencana
penanggulangan yang _ 13 desa 13 desa 5,550,000 | - ) 13 desa 6,105,000 13 desa 6,715,500 13 desa 7,387,050 52 desa 25,757,550
bencana Alam ditanggulangi
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Penanggulangan - - - | 18desa | 5260000 13desa | ¢ 358 000 13desa | 4 993 800 13desa | 7 693 180 52 desa 26,824,980
Bencana Alam
Prosentase
Program partisipasi
e aan | MaSsaak oo
4.00.04 ? dalam o 0 i o 0 o o o ecamatan
02.19 izr;:ar]glgfetf;an peningkatan 80% 0% 80% 341,710,000 85% 375,881,000 90% 413,469,100 100% 454,816,010 90% 1,585,876,110 Kubutambahan
ejanis kesejahteraan
Sosial Wilayah Bl
sosial di
Kecamatan
Kecamatan
Pembinaan dan
Koordinasi Jumlah
Pelaksanaan lembaga yang 13 desa - - | 13 desa 13 desa 13 desa 13 desa 52 desa 1,082,141,970
Pelestarian Adat ada 233,170,000 256,487,000 282,135,700 310,349,270
dan Budaya
Pembinaan
pemuda dan olah Jumlah
;?)gs?alserta lembaga L%r;]baga yang 13 desa - - | 13 desa 48,560,000 13 desa 53,416,000 13 desa 58,757,600 13 desa 64,633,360 52 desa 225,366,960
kemasyarakatan
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Pembinaan Jumlah

Pelaksanaan partisipasi 5 5 5 20

Lomba masyarakat 5 kegiatan Skegiatan | 4 14 000 kegiatan | 11,110,000 kegiatan | 12,221,000 kegiata | 13 443100 kegiata 46,874,100
Kesejahteraan dalam kegiatan n n

Sosial lomba

Pembinaan Aparat

Desa / Kelurahan

Tentang 5 5 5 20

Kepariwisataan 5 kegiatan 5kegiatan | 49 880 000 kegiatan | 54,868,000 Kegiatan | 60,354,800 ﬁeg'ata 66,390,280 ﬁeg""‘t"" 231,493,080
Wilayah

Kecamatan
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